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RINGKASAN

| Gusti Putu Arya Gunawan, NIM 156010200111014, Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 12 Juli 2017, Analisis Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan Pariwisata Ulun Danu Beratan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Tabanan Dengan Desa Pakraman Candi Kuning, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H;
Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh perjanjian krerjasama pengelolaan pariwisata Ulun
Danu Beratan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Desa Pakraman Candi
Kuning. Ulun Danu Beratan merupakan daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan yang dikelola
oleh tiga pihak yaitu, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta. Sebagai dasar
pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabanan mengeluarkan surat perjanjian kerjasama Nomor: 2 Tahun 2011 tentang
kerjasama pengelolaan daya tarik wisata Ulun Danu Beratan Daerah Kabupaten Tabanan dengan
Desa Pakraman Candi Kuning yang diwakili oleh Satakan Ulun Danu Beratan dan PT. Rekreasi
Air Beratan Indah. Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata tersebut untuk mengetahui
antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak, sehingga apa yang menjadi isi
perjanjian baik itu hak dan kewajibannya dapat dijalankan dengan baik dan memiliki kedudukan
yang sama tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga terjadi keadilan terutama bagi pihak
kedua yang mewakili masyarakat dan untuk mengetahui bentuk dari perjanjian kerjasama
pengelolaan pariwisata Ulun Danu Beratan telah memenuhi syarat dalam hukum perjanjian, baik
dalam hal perjanjian secara umum maupun secara khusus mengenai adanya perjanjian
pengelolaan pariwisata. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Candi Kuning, tentang pengaturan
pembagian hasil, Pura Kahyangan Jagat Ulun Danu Beratan, memperoleh pembagian hasil lebih
besar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, dari perjanjian kerjasama tersebut sudah
mencerminkan keadilan bagi Desa Pakraman Candi Kuning selaku pihak yang menjaga
kelestarian dan kesucian dari daerah daya tarik wisata Ulun Danu Beratan dan Pura Kahyangan
Jagat Ulun Danu Beratan. Berbeda dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban Nomor: 358/ DPBRB/ XI/ 2011 tentang
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot, yang belum mencerminkan keadilan dari pembagian
hasil, sehingga merugikan bagi Desa Pakraman Beraban yang memiliki tugas dan kewajiban
untuk menjaga kelestarian dan kesucian dari daerah tujuan wisata Tanah Lot dan Pura Luhur
Tanah Lot.

Rumusan masalah pada penelitian ini. Apakah bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan
pariwisata Ulun Danu Beratan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa
Pakraman Candi Kuning telah memenuhi syarat dalam hukum perjanjian. Mengapa perjanjian
kerjasama pengelolaan pariwisata Ulun Danu Beratan mencerminkan keadilan.



Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa Perjanjian kerjasama pengelolaan
pariwisata Ulun Danu Beratan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa
Pakraman Candi Kuning sudah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
Sedangkan bentuk dari perjanjian kerjasama pengelolaan Ulun Danu Beratan antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Candi Kuning dibuat dengan bentuk
perjanjian dibawah tangan. Perjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan Pasal 179 Ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah yang menyatakan perjanjian kerjasama dibuat dengan Akta Notaris,
sehingga dari perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat apabila terjadi sengketa di pengadilan. Perjanjian kerjasama pengelolaan
pariwisata Ulun Danu Beratan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa
Pakraman Candi Kuning sudah mencerminkan keadilan dibandingkan perjanjian kerjasama
pariwisata Tanah Lot, karena dari pembagian hasil dalam perjanjian kerjasama pengelolaan
pariwisata Ulun Danu Beratan mencerminkan keadilan bagi pihak Desa Pakraman Candi Kuning
selaku pihak yang menjaga kelestarian dan kesucian daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan
dan Pura Kahyangan Jagat Ulun Danu Beratan. yang tercermin pada pembagian hasil yang
diperoleh Pura Khayangan Jagat Ulun Danu Beratan sebesar 60% (enam puluh persen) dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memperoleh sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Sedangkan dari perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot, Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabanan sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dan Desa Pakraman Beraban
sebesar 24% (dua puluh empat persen) yang belum mencerminkan keadilan bagi pihak Desa
Pakraman Beraban dalam pembagian hasil dari perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata
Tanah Lot.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pengelolaan Pariwisata, Keadilan
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SUMMARY

| Gusti Putu Arya Gunawan, NIM 156010200111014, Master Program of Notary, Faculty of
Law Universitas Brawijaya Malang, July 12, 2017, Analysis of Agreement of Tourism
Management Cooperation of Ulun Danu Beratan Between Local Government of Tabanan
Regency With Pakraman Candi Kuning Village, Prof. Dr. | Nyoman Nurjaya, S.H., M.H; Prof.
Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.

The writing of this thesis is based on cooperation agreement of Ulun Danu Beratan tourism
management between local government of Tabanan Regency with Pakraman Candi Kuning
Village. Ulun Danu Beratan is a tourist attraction in Tabanan regency which is managed by
three parties namely, local government, community and private parties. As the basis for the
management of tourism objects and attractions, conducted by the Government of the Local
Government of Tabanan District issued a letter of cooperation agreement Number: 2 Year 2011
regarding the cooperation of tourism management Ulun Danu Beratan Daerah Regency of
Tabanan with Pakraman Village Candi Kuning represented by Satakan Ulun Danu Beratan And
PT. Beautiful Air Beratan Recreation. The agreement between the management of tourism to
know between the rights and obligations that must be done by the parties, so that what is the
content of the agreement, both the rights and obligations can be run well and have the same
position without harming one of the parties, resulting in justice especially for the second party
Representing the public and to know the form of the Ulun Danu Beratan tourism management
cooperation agreement has fulfilled the requirements of the agreement law, both in terms of
agreement in general and in particular on the existence of a tourism management agreement. In
a cooperation agreement on tourism management conducted by the Government of Tabanan
Regency with Pakraman Candi Kuning Village, on the arrangement of revenue sharing, Pura
Kahyangan Jagat Ulun Danu Beratan, obtaining a greater share of the revenue from the
Regional Government of Tabanan Regency, from the cooperation agreement already reflects the
justice for Desa Pakraman Candi Kuning as the party that guard the preservation and sanctity of
the tourist attraction area Ulun Danu Beratan and Pura Kahyangan Jagat Ulun Danu Beratan.
In contrast to the cooperation agreement between the Local Government of Tabanan Regency
and Desa Pakraman Beraban Number: 358 / DPBRB / XI / 2011 on the Management of Tanah
Lot Tourism Attraction, which has not reflected the fairness of the distribution of the proceeds,
thus harming the Desa Pakraman Beraban which has the duty and obligation to Preserve the
sanctity and sanctity of the tourist destination of Tanah Lot and Pura Luhur Tanah Lot.

The formulation of the problem in this research. Is the form of cooperation agreement of Ulun
Danu Beratan tourism management between Local Government of Tabanan Regency with
Pakraman Candi Kuning Village fulfill requirement in law of agreement. Why the agreement of
Ulun Danu Beratan tourism management cooperation reflects justice.

Normative legal research method with legislation approach and conceptual approach.
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Based on the research result, it can be seen that the agreement of Ulun Danu Beratan tourism
management cooperation between the local government of Tabanan Regency and Pakraman
Candi Kuning Village is in accordance with the requirements of the validity of an agreement and
in accordance with Government Regulation No. 50/2007 on Procedures for Implementation of
Regional Cooperation. While the form of the agreement between Ulun Danu Beratan
management cooperation between the Local Government of Tabanan Regency with Pakraman
Village Candi Kuning is made with the agreement under the hand. The cooperation agreement is
contradictory to Article 179 Paragraph (4) of Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 19 of 2016 concerning Guidance on the Management of Regional Property which states
that the cooperation agreement is made by notarial deed so that the cooperation agreement of
tourism management has strong evidentiary power in case of dispute in court. The agreement of
Ulun Danu Beratan tourism management cooperation between Tabanan regency government
and Pakraman Candi Kuning Village reflects justice compared to Tanah Lot tourism
cooperation agreement, because from the distribution of result in the cooperation agreement of
Ulun Danu Beratan tourism management reflects justice for the Desa Pakraman Candi Kuning
as the party Maintain the sanctity and sanctity of Ulun Danu Beratan tourist destination and
Pura Kahyangan Jagat Ulun Danu Beratan. Which is reflected in the distribution of the results
obtained by Pura Khayangan Jagat Ulun Danu Beratan by 60% (sixty percent) and the Local
Government of Tabanan Regency obtaining 25% (twenty five percent). While from the Tanah Lot
tourism management cooperation agreement, the local government of Tabanan Regency is 58%
(fifty eight percent) and Pakraman Beraban Village 24% (twenty-four percent) that does not
reflect justice for the Desa Pakraman Beraban in sharing the results of the cooperation
agreement Management of Tanah Lot tourism.

Keywords: Cooperation Agreement, Tourism Management, Justice.
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